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BAB I 

 TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELEDAKAN BOM 

THAMRIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG 

TERORISME 

A. Latar Belakang Penelitian 

Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-

cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk 

mencapai tujuan. Dengan demikian menurut Nasir Abas, bahwa teror 

merupakan reaksi jahat yang dipandang “lebih jahat” oleh pelaku, sehingga 

bukan merupakan kejahatan yang berdiri sendiri (interactionism) dan dapat 

dikelompokkan kedalam kejahatan balas dendam (hate crimes).  

Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk 

kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang 

dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi 

terorisme juga mengandung makna bahwa serangan-serangan teroris yang 

dilakukan tidak berprikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh 

karena itu para pelakunya (teroris) layak mendapat pembalasan yang kejam. 

Akibat makna-makna negative yang dikandung oleh perkataan “teroris” dan 

“terorisme”, para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, 

pejuang pembebasan, pasukan perang salib, militant, mujahidin, dan lain-lain. 

Adapun makna sebenarnya dari jihad, mujahidin adalah jauh dari tindakan 

terorisme yang menyerang penduduk sipil yang tidak terlibat dalam perang. 

Terorisme sendiri sering diwujudkan dengan mengatasnamakan agama.  
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Dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa serangan 

terorisme merupakan ancaman yang sangat serius terhadap individu, 

masyarakat, Negara, dan masyarakat internasional. Terorisme bukanlah 

kejahatan biasa melainkan merupakan kejahatan luar biasa bahkan 

digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Terorisme 

mempunyai jaringan yang luas dan merupakan ancaman terhadap perdamaian 

dan keamanan nasional serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga 

perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan 

sehingga hak asasi manusia dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Terorisme 

adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan 

perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. 

Masyarakat Indonesia dan masyarakat Internasional saat ini sedang 

dihadapkan dengan keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya 

aksi terror. Bagi Indonesia telah merasakan betapa besarnya kerugian akibat 

aksi terror, karena telah menimbulkan korban nyawa warga negara Indonesia 

dalam jumlah cukup banyak serta kerugian harta benda dan memperparah 

keadaan ekonomi bangsa yang sedang terpuruk akibat krisis yang 

berkepanjangan. 

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara 

Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, 

mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga 

menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, 

ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. 
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Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme 

yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme 

merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan 

tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam 

perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. 

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan  ikut  serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk 

melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, 

transnasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban 

untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas 

nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari 

dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban 

secara konsisten dan berkesinambungan. 

Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu 

pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat 

dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam 

pemberantasan tindak pidana terorisme, Presiden Republik Indonesia telah 
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menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa, negara Indonesia ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial, maka Indonesia harus berperan aktif dan 

berkontribusi di dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional 

sebagaimana yang telah tertuang di dalam piagam PBB .  

Indonesia bersikap dan mendorong agar PBB berperan secara aktif 

dan konstruktif di dalam upaya pemberantasan terorisme internasional. 

Indonesia juga berpendapat bahwa langkah-langkah yang bersifat multilateral 

perlu lebih dikedepankan Dunia tidak boleh hanya memerangi terorisme yang 

terlihat di permukaan, tetapi juga harus menyentuh akar masalah dan 

penyebab utamanya, seperti ketimpangan dan ketidakadilan yang masih 

dirasakan oleh banyak kalangan masyarakat internasional. 

Indonesia percaya bahwa tugas penting utama untuk menangani 

terorisme adalah meletakkan fondasi hukum yang dapat melindungi baik 

kepentingan publik maupun hak-hak asasi manusia sebagai dasar penegakan 

hukum untuk memberantas terorisme. Kerangka hukum yang kuat yang akan 

menjadi dasar kebijakan nasional dan tindakan kita dalam memerangi 

terorisme didasarkan pada proses nasional dan hasil dari proses internasional. 

Dalam kaitan ini, Indonesia telah membuat hukum dan peraturan-peraturan 

anti terorisme dan menjadi pihak pada beberapa konvensi internasional yang 

relevan. Di lingkungan domestik, sesuai dengan komitmen Indonesia untuk 
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memerangi terorisme, pemerintah Indonesia telah menetapkan Perpu RI 

Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang 

telah disetujui DPR RI dalam bentuk Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 

dan diberlakukan surut dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. 

Namun Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2003 telah dibatalkan MK RI. 

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian dalam jumpa pers di 

Istana Merdeka di Jakarta, Kamis. Menjelaskan mengenai kronologis 

serangan bom di kawasan Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Kamis. 

Menurut Kapolda, peristiwa terjadi lebih kurang jam 10.50-10.55 WIB. 

Terjadi kontak senjata dengan anggota Polda Metro Jaya. 

Peristiwa terjadi diawali dengan serangan di Starbucks Cafe yaitu masuknya 

satu orang pelaku dan diawali dengan ledakan bom bunuh diri. 

Aksi itu mengakibatkan adanya korban luka-luka dan kepanikan, kemudian 

pengunjung cafe yang saat itu ada, keluar berhamburan. 

Ternyata di luar kafe sudah ada dua orang lagi teroris yang menunggu, dan 

melakukan penembakan kepada dua orang, salah satunya Warga negara asing 

asal Kanada yang meninggal dunia. 

Tito menyebutkan pada saat yang sama, ada dua orang yang 

menyerang Pospol Lalu Lintas di Simpang Sarinah. Saat itu ada satu orang 

anggota Polsek Menteng yang sedang bertugas di sana. Pospol diserang 

dengan bom bunuh diri sehingga anggota polisi terluka, sementara pelakunya 

meninggal dunia. Saat itu, lanjut Tito, ada satu warga masyarakat juga yang 

terkena pecahan ledakan dan juga meninggal dunia. Pada saat itu juga ada tim 
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dari personel Polda Metro Jaya yang akan melaksanakan pengamanan 

demonstrasi di Monas dipimpin oleh Kabiro Operasi. 

Kemudian terjadi kontak tembak, anggota Polsek yang ada di sekitar Sarinah 

dan di jalan yang ada di sekitar Sarinah membantu sehingga ada empat orang 

anggota kepolisian Polres Jakarta Pusat yang terkena tembakan. 

Pelaku berhasil dilumpuhkan dalam kontak tembak lebih kurang 15 menit. 

Dua pelaku berhasil ditembak, kemudian situasi sudah berhasil dikuasai 

dalam Dalam waktu kurang lebih 20-25 menit Setelah menguasai lokasi, 

polisi kemudian melaksanakan penyisiran di TKP, di Starbucks maupun 

Pospol Lalu Lintas Jalan MH Thamrin. 

Polri telah menetapkan 6 tersangka peledakan bom dan penembakan 

di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat 14 Januari lalu. 

Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti menuturkan, 6 tersangka tersebut 

adalah DS alias DD, AH alias AI, C alias AS, J, AM alias II, dan F alias AZ. 

6 Tersangka, kata Kapolri, ditangkap dari beberapa daerah terpisah. Di 

antaranya di Cirebon, Indramayu, dan Tegal. Badrodin mengungkapkan, dari 

tangan 6 tersangka, tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menyita 

sejumlah barang bukti, di antaranya 2 pucuk senjata api dan berbagai material 

serta bahan baku bom. 

Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat 

ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur 

secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana 

Terorisme, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-

http://news.liputan6.com/read/2418547/sugito-sempat-disebut-teroris-jakarta-ini-kata-keluarga-ke-polri
http://news.liputan6.com/read/2417381/jk-afif-teroris-jakarta-seperti-polisi-reserse
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Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 

2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang 

dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme. 

Tindakan terorisme lebih sering dilakukan dengan cara tindakan 

peledakan bom yang banyak menelan korban dibanding terorisme melalui 

cara teror psikis, sekalipun kedua tindakan terorisme merupakan tindakan 

yang tidak dapat dibenarkan dan menelan korban. Dalam menghadapi 

ancaman maupun perang melawan terorisme, pemerintah perlu meningkatkan 

kewaspadaan dengan mengorganisir seluruh kekuatan untuk lebih efektif dan 

efisien, dan melakukan peningkatan setiap saat serta secara maksimal. Bukan 

hanya dalam menghadapi ancaman terorisme saja pemerintah harus lebih 

meningkatkan kewaspadaan, tetapi juga pada penanggulangan dan 

perlindungan, teutama terhadap korban tindakan terorisme pemerintah 

berkewajiban untuk memberikan penanggulangan dn perlindungan 

terorganisir dan secara maksimal, baik kesejahteraan, keamanan maupun 

secara hukum, karena dengan membantu dan merehabilitasi para korban, 

memperkecil rasa takut (traumatis) masyarakat disamping meningkatkan 

kewaspadaan dan partisipasi masyarakat dalam melawan terorisme semakin 

meningkat. 

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban 

manusia serta merupakan sebuah ancaman, serta merupakan sebuah ancaman 
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terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu Negara. Terorisme pada saat 

sekarang bukan saja merupakan sesuatu kejahatan local atau nasional, tetapi 

sudah merupakan suatu kejahatan transnasional bahkan internasional. 

Terorisme yang sudah menjadi suatu kejahatan yang bersifat internasional, 

banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian 

dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. 

Tindakan terorisme merupakan suatu tindakan yang terencana, 

terorganisir dan berlaku dimana saja dan kepada siapa saja. Tindakan teror 

bisa dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai kehendak yang 

melakukan, yakni teror yang berakibat fisik dan/atau non fisik (psikis). 

Tindakan teror fisik biasanya berakibat pada fisik (badan) seseorang bahkan 

sampai pada kematian, seperti pemukulan/pengeroyokan, pembunuhan, 

peledakan bom dan lainnya. Non fisik (psikis) bisa dilakukan dengan 

penyebaran isu, ancaman, penyendaraan, menakut-nakuti dan sebagainya. 

Akibat dari tindakan teror, kondisi korban teror mengakibatkan orang atau 

kelompok orang menjadi merasa tidak aman dan dalam kondisi rasa takut 

(traumatis). 

Terorisme sebagai suatu fenomena kehidupan, nampaknya tidak dapat 

begitu saja ditanggulangi dengan kebijakan penal. Hal ini karena, terorisme 

terkait dengan kepercayaan/ideologi, latar belakang pemahaman politik dan 

pemaknaan atas ketidakadilan sosio-ekonomik baik local maupun 

internasional. Oleh karena itu, tertangkapnya para teroris tersebut maka telah 
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terungkap fakta yang jelas dimana terorisme local telah mempunyai hubungan 

erat dengan jaringan terorisme global. 

Timbul kesadaran dan keyakinan kita bahwa perang melawan teroris 

mengharuskan kita untuk melakukan sinergi upaya secara komprehensif 

dengan pendekatan multiagency, internasional dan nasional. Untuk itu perlu 

ditetapkan suatu strategi nasional dalam rangka perang melawan terorisme. 

Dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme di Indonesia, kebijakan 

legislasi sangat menentukan keberhasilannya, karena kebijakan legislasi 

merupakan arah politik hukum dalam menghadapi terorisme. 

Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2002 didasarkan pada pertimbangan bahwa terjadinya terorisme di 

berbagai tempat di Indonesia telah menimbulkan kerugian baik materil 

maupun immateril serta menimbulkan ketidak amanan bagi masyarakat oleh 

karena itu setelah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Undang-

Undang tersebut telah menjadi ketentuan payung dan bersifat koordinatif 

(coordinating act) terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang 

berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme. Undang-Undang  

Pemberantasan Terorisme ini juga menegaskan bahwa tindak pidana yang 

bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerjasama 

bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Tersangka 

atau terdakwa mendapat perlindungan khusus terhadap hak asasinya (safe 

guarding rules) dan juga diatur tentang ancaman sanksi pidana minimum 
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khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap pelaku tindak pidana 

terorisme. 

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan atau upaya penanggulangan 

kejahatan (politik kriminal) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari 

upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai 

kesejahteraan masyarakat (social welfere)  Oleh karena itu dapatlah dikatakan 

bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat 

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat1. 

Dalam Pasal 28 huruf a Undang-Undang Dasar 1945 amandemen 

keempat menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 

mempertahankan hidup dan kehidupannya. 

Kewajiban negara terhadap warganya pada dasarnya adalah 

memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan 

sistem demokrasi yang dianutnya. Negara wajib melindungi hak asasi warga 

negaranya sebagai manusia secara individual. 

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah 

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 

mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib 

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, 

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 

manusia. 

                                                           
1 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2002, hlm. 2. 
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Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi 

manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk 

aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang 

secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau 

mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin 

oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak 

akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan 

mekanisme hukum yang berlaku. 

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai 

hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, 

yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat 

kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. 

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, 

hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk 

tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan 

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun 

dan oleh siapapun. 
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Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan 

kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut 

terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, 

dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda 

orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-

obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau 

fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur 

hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun. 

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan 

kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana 

teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban 

yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya 

nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau 

kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, 

atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama seumur hidup. 

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
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2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-

Undang jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja 

menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror 

atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang 

bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa 

dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran 

terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas 

publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun. 

Adapun dasar penegak hukum untuk melakukan suatu tindakan 

penegakan hukum adalah berdasarkan undang-undang. Perumusan perbuatan 

secara jelas dan tepat dalam perundang-undangan menjadi penting karena 

dalam negara yang menggunakan undang-undang sebagai sumber hukum 

tentu saja tidak terlepas dari penafsiran. Apabila undang-undang tidak 

memberikan suatu definisi yang jelas maka akan banyak sekali penafsiran 

yang dapat digunakan dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Perumusan yang buruk berkaitan dengan ketentuan pidana akan 

menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam praktek penegakan hukum, bahkan 

bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri (ketertiban). 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

pembahasan secara lebih mendalam mengenai penegakan hukum terhadap 

tindak pidana terorisme dan legalisasi terhadap upaya pencegahan dan 

penanggulangan tindak pidana terorisme dengan judul : Tinjauan Yuridis 

Kriminologis Terhadap Peledakan Bom Thamrin Dihubungkan Dengan 

Undang-Undang Terorisme 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

ditemukan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu : 

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya peledakan Bom 

Thamrin? 

2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku peledakan Bom Thamrin 

dihubungkan dengan kajian yuridis kriminologis Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme? 

3. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah terhadap 

peledakan Bom Thamrin? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian 

hukum ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya peledakan Bom Thamrin. 
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2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penerapan sanksi 

terhadap pelaku peledakan Bom Thamrin dihubungkan dengan hajian 

yuridis kriminologis tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis upaya pemerintah 

dalam menanggulangi masalah terhadap peledakan Bom Thamrin. 

D. Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Segi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada 

umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana. 

b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan 

yang sifatnya akademis baik dalam penelaahan hukum secara 

sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan 

dalam kepustakaan yaitu dalam bidang hukum acara pidana, 

penyidikan dan penuntutan. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan informasi, terutama para penegak hukum yaitu 

polisi, jaksa, dan hakim yang berkaitan dengan peledakan Bom Thamrin 

E. Kerangka Pemikiran 

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat 

dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena 
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melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan 

Negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa sejak 

saat itu telah ada Negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang dibentuk 

berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang 

bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpuh daarah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan sosial. 

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang di gunakan untuk 

menggambarkan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, 

agama dan kepercayaan.  

Bhineka Tunggal Ika merupakan konsep pluralistik dan 

multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. 

Bhineka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam 

kehidupan yang terkait dalam suatu kesatuan. Prinsip prulastik dan 

multikultaristik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa 

dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan 

daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta 

didudukan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut 

dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan 

didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang 
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dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya dilihat 

secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam 

menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa. 

Pancasila merumuskan asas atau hakekat kehidupan manusia 

Indonesia. Sila pertama sebagai kerangka ontologis yaitu manusia yang 

mengimani kekuasaan Tuhan YME, sehingga manusia mempunyai pegangan 

untuk menentukan kebaikan dan keburukan. Sila kedua memberi kerangka 

normatif karena berisi keharusan untuk bertindak adil dan beradab. Sila ketiga 

sebagai kerangka operasional yakni menggariskan batas-batas kepentingan 

individu, kepentingan negara dan bangsa. Sila keempat tentang kehidupan 

bernegara, pengendalian diri terhadap hukum, konstitusi dan demokrasi. Sila 

kelima memberikan arah setiap individu untuk menjunjung keadilan, bersama 

orang lain dan seluruh warga masyarakat. 

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ke IV:2 

‘’Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) secara yuridis 

hal itu mengandung pengertian seberapa besar kemampuan hukum 

untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat karena hukum 

dibuat oleh negara dan ditujukan untuk tujuan tertentu’’. 

Negara yang menegaskan kekuasaan hukum tertinggi untuk 

menegaskan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaaan yang tidak 

dipertanggung jawabkan. 

Dalam Pasal 28 huruf a Undang-Undang Dasar 1945 amandemen 

keempat menyatakan bahwa: 3 

                                                           
2 H. R. Otje Salman dan Anton F Susanto, Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan 

membuka kembali), Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.156. 
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“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup 

dan kehidupannya”. 

Kewajiban negara terhadap warganya pada dasarnya adalah 

memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan 

sistem demokrasi yang dianutnya. Negara wajib melindungi hak asasi warga 

negaranya sebagai manusia secara individual. 

Dalam hukum pidana, dikenal juga dengan adanya asas legalitas yang 

ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 1 ayat (1) yang 

menyebutkan bahwa:4  

‘’Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila belum ada aturan 

yang mengatur tentang perbuatan tersebut’’. 

 

Biasanya, asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian 

yaitu : 

1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal 

itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam aturan undang-undang; 

2) Larangan terhadap penafsiran terhadap perbuatan pidana atau tindak 

pidana; 

3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut atau non retro 

aktif. 

Asas legalitas memegang peranan penting dalam hukum pidana. 

Tidak hanya itu, asas ini juga sebagai dasar dalam pembuatan berbagai 

                                                                                                                                                               
3 Tim Redaksi Nuansa Aulia, UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen, Nuansa Aulia, 

Bandung, 2009, hlm.29. 
4 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), PT Bumi Aksara, Jakarta, 

2005, hlm.3. 
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undang-undang dan sebagai acuan penegak hukum dalam menegakkan 

hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, asas ini juga sebagai dasar 

bagi hakim dalam mengambil peranan dan putusan dalam peradilan pidana. 

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas sesuatu peristiwa yang tidak 

dengan tegas disebut dan diuraikan dengan undang-undang. 

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah 

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 

mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib 

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, 

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 

manusia. 

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi 

manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk 

aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang 

secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau 

mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin 

oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak 

akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan 

mekanisme hukum yang berlaku. 

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan 
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menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai 

hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, 

yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat 

kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. 

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, 

hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk 

tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan 

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun 

dan oleh siapapun. 

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan 

kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut 

terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, 

dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda 

orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-

obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau 

fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur 

hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun. 
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Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan 

kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana 

teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban 

yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya 

nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau 

kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, 

atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama seumur hidup. 

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-

Undang jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja 

menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror 

atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang 

bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa 

dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran 

terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas 

publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara 
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seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun. 

Unsur-unsur terorisme adalah perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan 

bangsa dan negara dengan membahayakan bagi kedaulatan bangsa dan negara 

yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan 

menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau 

menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas 

kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain , atau 

mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang 

startegis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas 

internasional. 

Adapun dasar penegak hukum untuk melakukan suatu tindakan 

penegakan hukum adalah berdasarkan undang-undang. Perumusan perbuatan 

secara jelas dan tepat dalam perundang-undangan menjadi penting karena 

dalam negara yang menggunakan undang-undang sebagai sumber hukum 

tentu saja tidak terlepas dari penafsiran. Apabila undang-undang tidak 

memberikan suatu definisi yang jelas maka akan banyak sekali penafsiran 

yang dapat digunakan dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Perumusan yang buruk berkaitan dengan ketentuan pidana akan 

menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam praktek penegakan hukum, bahkan 

bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri (ketertiban). 
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Delik atau perbuatan pidana terorisme adalah perbuatan yang 

melawan hukum yang melanggar ketentuan pidana terorisme, yaitu 

melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan terorisme. Didalam 

undang-undang tindak pidana terorisme ada dua delik yaitu delik materil dan 

delik formil. Delik materil adalah delik atau perbuatan pidana yang rumusan 

perbuatan yang dilarang ditujukan pada penimbulan akibat, sedangkan delik 

formil adalah delik yang teknik perumusan perbuatan yang dilarang ditujukan 

pada perbuatan yang secara nyata memenuhi unsure-unsur delik. 

Dalam teori kontrol sosial manusia dipandang sebagai makhluk yang 

memilii moral murni, olah karena itu manusia memiliki kebebasan untuk 

melakukan sesuatu. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya 

ikatan individu atau iktan sosial dengan masyarakat atau macetnya integrasi 

sosial.  

Menurut Travis Hlrchi, sebagai pelopor teori kontrol sosial 

mengatakan bahwa:5 

“Prilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial 

konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk 

mengikatkan atau terikat dengan individu”. 

Teori kontrol sosial adalah bahwa individu dilihat tidak sebagai orang 

yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan 

antitesis di mana orang harus belajar untuk melanggar aturan hukum. Kasus 

yang terjadi yaitu peledakan bom thamrin, kelompok-kelompok yang lemah 

                                                           
5 Yesmil Anwar dan Adang, kriminologi, PT Reflika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 102. 
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ikatannya sosialnya cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit 

terikat dengan peraturan konvensional. Jika seseorang merasa dekat dengan 

kelompok konvensional sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari 

aturan-aturan kelompoknya. 

Menurut Albert J Reiss kontrol sosial merupakan kemampuan 

kelompok sosial atau lembaga-lembaga di msyarakat melaksanakan norma-

norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif. 

 

Menurut F. Ivan Nye  teori kontrol sosial terdiri dari: 

1. Harus ada kontrol internal maupun eksternal; 

2. Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan 

pelanggaran; 

3. Adanya sosialisasi akan mengurangi terjadinya kejahatan. 

Soediman Kartohadiprojo menyatakan Negara kesatuan dipandang 

bentuk negara yang paling cocok bagi Indonesia sebagaimana dinyatakannya 

bahwa:6 

“Para pendiri bangsa (the founding fathers) sepakat memilih bentuk 

Negara kesatuan karena bentuk negara kesatuan itu dipandang paling 

cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai 

keanekaragaman, untuk mewujudkan paham Negara intergralistik 

(persatuan) yaitu Negara hendak mengatasi segala paham individu 

atau golongan dan Negara mengutamakan kepentingan umum atau 

yang lebih dikenal dengan sebutan Bhineka Tunggal Ika.’’ 

 

                                                           
6  Soediman Kartohadiprojo, Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila, Alumni, Bandung, 1996, 

hlm.16. 
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Pada bagian lain, Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa 

Bhineka Tunggal Ika merupakan konsep pluralistic dan multikulturalistik 

dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. 

Secara lebih jelasnya Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa:7 

‘’Bhineka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik 

dalam kehidupan yang terkait dalam suatu kesatuan. Prinsip prulastik 

dan multikultaristik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan 

bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, 

keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan 

dihargai serta didudukan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat 

keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan 

bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, 

tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing 

komponen bangsa, untuk selanjutnya dilihat secara sinerjik menjadi 

kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi 

segala tantangan dan persoalan bangsa.’’  

 

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia merupakan landasan bagi 

bangsa Indonesia, dalam hal ini Pancasila dijadikan sebagai landasan 

sekaligus sebagai sumber hukum di Indonesia. Artinya:8  

‘’Segala peraturan di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai luhur 

dalam Pancasila yang kemudian aturan tersebut mengatur pola hidup 

masyarakat dengan pemerintah. Hal tersebut juga sesuai dengan teori 

perjanjian masyarakat yang memberikan otoritas pada negara untuk 

memimpin dan mengatur rakyatnya. Teori perjanjian masyarakat 

memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur 

sebagian hak yang telah diserahkan”. 

 

Moeljatno menyatakan definisi hukum pidana, yang menurut beliau 

ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang 

mengadakan dasar-dasar aturan untuk :9 

                                                           
7 Soediman Kartohadiprojo, ibid, hlm. 17. 
8 I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara, PT 

Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.79. 
9 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.1.  
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1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana saja yang dilarang serta 

sanksi yang dikenakan jika perbuatan-perbuatan tersebut tetap 

dilakukan oleh subjek hukum; 

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa keadaan subjek hukum 

yang telah melanggar larangan-larangan yang ada dapat 

dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah 

diancamkan; 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dilaksanakan 

apabila ada subjek hukum yang disangka melakukan larangan 

tersebut. 

Menurut  Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa:10  

‘’Secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada 

kegiatan menyerasikan hubungan atau nilai-nilai yang terjabarkan di 

dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak 

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan 

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai 

pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang 

buruk’’. 

 

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya bukan hanya 

berbicara mengenai bagaimana pengaturan suatu perbuatan dalam peraturan 

perundang-undang, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor lain diluar 

itu yang mana saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. 

Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:11 

1. Hukum (Undang-Undang) 

2. Penegak hukum 

3. Sarana dan prasarana 

4. Masyarakat 

5. Kebudayaan 

                                                           
10 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.5. 
11 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT. Raja 

grafindo persada, Jakarta, 2010, hlm. 8. 
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Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

itu merupakan esensi dari penegak hukum juga merupakan tolak ukur 

daripada efektivitas penegakan hukum. 

Ada banyak alat perlengkapan negara yang berwenang  dalam proses 

penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, pembentuk undang-

undang, institusi pemerintah dan aparat pelaksana hukum pidana yang 

kesemuanya itu mempunyai peranan untuk mencegah dan menanggulangi 

kejahatan. 

F. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai 

berikut : 

1. Spesifikasi Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini 

mengutip dari Soerjono Soekanto berdasarkan deskriptif analitis:12  

‘’Deskriptif analitis yaitu berupa penggambaran, penelaahan dan 

penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam 

hukum pidana”. 

Dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme dan ketentuan lainnya. Dalam hukum 

pidana dengan objek penelitian. Metode ini akan memberikan 

                                                           
12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm.14. 
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gambaran yang sistematis, faktual, serta akurat tentang fakta-fakta 

serta sifat objek penelitian. 

2. Metode Pendekatan 

Penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini mengutip dari 

Soerjono Soekanto menggunakan metode yuridis normatif yaitu:13  

‘’yuridis normatif adalah dengan menginventarisasi, mengkaji, 

dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-

undangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum”.  

kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis bahas 

yaitu berkaitan dengan peledakan bom thamrin. 

3. Tahap Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dilakukan 

penelitian meliputi 2 (dua) tahap, terdiri dari : 

a. Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu suatu penelitian 

yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier. 

Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui : 

1) Bahan hukum primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang 

mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain : 

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen keempat; 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

                                                           
13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, jakarta, 1984, hlm.53. 
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c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme; 

d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia; 

e) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme  

2) Bahan hukum sekunder yaitu:14  

‘’Bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum 

primer dan dapat membantu menganalisis dan 

memahami bahan hukum primer berupa buku-buku 

ilmiah karya pakar hukum”.  

Yang memiliki relavansi dengan masalah yang akan 

diteliti oleh penulis, bahan-bahan buku yang berkaitan 

dengan Kasus yaitu peledakan bom thamrin 

3) Bahan hukum tersier yaitu:15  

‘’Bahan-bahan yang memberi informasi tambahan 

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder”.  

Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media 

massa, internet, dan lain-lain. 

b. Studi Lapangan 

                                                           
14Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif..., Idem, hlm.52. 
15 Ibid, hlm.53. 
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Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai 

penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari 

masyarakat atau berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait, 

dengan permasalahan yang diteliti berupa wawancara, dokumen-

dokum kasus, tabel dan wawancara. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan 

perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan 

permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini, serta melalui kasus, 

tabel dan wawancara. 

5. Alat Pengumpul Data 

a. Data kepustakaan 

Alat pengumpul data hasil penelitian kepustakaan berupa catatan- 

catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier. 

b. Data Lapangan 

Alat pengumpul data hasil penelitian lapangan berupa contoh kasus, 

tabel pertanyaan untuk berwawancara dengan menggunakan alat 

perekam sebagai alat penyimpan data. 

6. Analisis Data 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian 

ini adalah normatif kualitatif. Normatif berarti penelitian didasarkan pada 
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asas-asas hukum serta norma-norma hukum. Kualitatif berarti penelitian 

yang telah dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur dan 

tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan obyek, kemudian 

dianalisa, tanpa menggunakan rumusan kuantitatif. 

7. Lokasi Penelitian 

1) Perpustakaan Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17, 

Bandung; 

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Mochtar 

Kusumaatmadja, Jalan Depati Ukur No. 35, Bandung; 

3) Polda Metro Jaya Jakarta. 


